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Abstrak

Keadilan dan ketidakadilan menurut hukum akan diukur dan dinilai oleh moralitas yang mengacu pada
harkat dan martabat manusia. Hakim ikut serta dalam pembentukan hukum, bukan secara objektif seperti
undang-undang yang dibuat oleh lembaga legislatif, tetapi menerapkan teks undang-undang yang abstrak
ke dalam peristiwa kongkrit. Tulisan ini membahas tentang peran hakim dalam menjamin kepastian
hukum,keadilan di masyarakat dan kemanfaatnya, khususnya dalam menangani perkara pidana. Kajian
dalam tulisan ini menggunakan analisis normative penjatuhan putusan pengadilan yang berdasar dari tujuan
dan fungsi ilmu hukum. Tulisan ini berkesimpulan bahwa dalam penjatuhan putusan pengadilan Hakim
sebagai ujung tombak penegakan keadilan perlu mempunyai persepsi yang sama tentang penerapan asas
kebebasan hakim dalam melakukan penjatuhan pidana yang mana harus sesuai dengan tujuan dan fungsi
hukum yaitu, keadilan, Kepastian, dan kemanfaatan.

Kata kunci: Keadilan, Putusan Hakim, Kemanfaatan, Kepastian

Abstract

Justice and injustice according to law will be measured and judged by morality which refers to human
dignity and worth. Judges participate in the formation of the law, not objectively like the laws made by the
legislature, but apply the abstract text of the law into concrete events. This paper discusses the role of
judges in ensuring legal certainty, justice in society and its benefits, especially in handling criminal cases.
The study in this paper uses a normative analysis of court decisions based on the objectives and functions
of legal science. This paper concludes that in imposing court decisions, judges as the spearhead of justice
enforcement need to have the same perception about the application of the principle of freedom of judges
in imposing crimes which must be in accordance with the objectives and functions of the law, namely,
justice, judgment, and expediency.

Keywords: Justice, Judge's Decision, Benefit

PENDAHULUAN

Hukum menetapkan apa yang harus dilakukan, apa yang boleh dilakukan serta apa yang
dilarang untuk dilakukan. Sasaran hukum yang hendak dituju bukan saja orang yang nyata-nyata
berbuat melawan hukum, melainkan juga perbuatan hukum yang mungkin terjadi, dan kepada alat
perlengkapan negara untuk bertindak menurut hukum. Sistem bekerjanya hukum yang demikian
merupakan salah satu bentuk dari penegakan hukum. Hakikat hukum bertumpu pada ide keadilan dan
kekuatan moral. Idea keadilan tidak pernah lepas dari kaitan hukum, sebab membicarakan hukum jelas
atau samar-samar senantiasa merupakan pembicaraan mengenai keadilan. Kekuatan moral pun adalah
unsur hakikat hukum, sebab tanpa adanya moralitas maka kehilangan supremasi dan ciri
independennya. Keadilan dan ketidakadilan menurut hukum akan diukur dan dinilai oleh moralitas
yang mengacu pada harkat dan martabat manusia. Undangundang hanya menjadi hukum bila
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memenuhi prinsip-prinsip keadilan.

Hukum yang terekam dalam peraturan-peraturan tertulis maupun yang merupakan kaidah
hukum dan dalam hukum yang tidak tertulis merupakan sesuatu yang abstrak dan berlaku umum,
sedangkan hukum yang konkrit dan khusus sifatnya manakala telah diterapkan/diberlakukan pada
kasus yang tertentu. Pengadilan melalui putusan-putusan hakim berperan mentranformasikan ide-ide
yang bersumber pada nilai-nilai moral yang bersifat abstrak ke dalam peristiwa konkrit, sehingga
putusan hakim memvisualisasikan asas-asas yang abstrak menjadi kaidah hukum konkrit. Misalnya
kebijakan pidana terhadap penyalahgunaan narkotika, dalam hal seseorang yang menggunakan
narkotika secara tanpa hak dan melawan hukum untuk dirinya sendiri dalam batas kepemilikan yang
minimum untuk konsumsi satu hari. Hal ini jelas berbeda dengan tindak pidana penyalahgunaan
narkotika dalam kategori orang yang secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki narkotika dan
kemudian mengedarkannya.

Putusan hakim pada dasarnya dibuat dalam rangka memberikan jawaban terhadap persoalan
yang diajukan kepadanya. Oleh karena hakim dianggap selalu mengetahui hukumnya (ius curia novit),
maka putusan itu harus memuat pertimbanganpertimbangan yang memadai, yang bisa diterima secara
nalar di kalangan forum keilmuan, masyarakat luas dan para pihak yang berperkara. Hakim perlu
mencermati agar putusannya sejalan dengan doktrin ilmu pengetahuan hukum.

Tentunya dengan keadilan yang diberlakukan dan dengan keputusan hakim yang tepat dan
tidak dapat diganggu gugat, memberikan manfaat berupa hak yang diberikan dan kewajiban yaitu
berupa putusan hakim yang harus pertanggung jawabkan, dan dengan diadilinya pelaku mendapat
haknya sebagai manusia atau sebagai hak asasi manusia dan korban mendapatkan keadilan dengan
pelaku melaksanakan kewajibannya yang mana dengan putusan hakim secara adil.

Pembahasan
Tujuan lmu lukum

Guna menjamin kelangsungan keseimbangan dalam perhubungan antar anggota masyarakat,
dibutuhkan aturan- aturan hukum yang diadakan atas kehendak serta keinsyafan masing- masing
anggota masyarakat itu. Peraturan- peraturan hukum yang bersifat mengendalikan serta memaksa
anggota masyarakat untuk patuh mentaatinya, menyebabkan adanya penyeimbang dalam setiap
perhubungan dalam masyarakat. Tiap ikatan kemasyarakatan tidak boleh berlawanan dengan
ketentuan- ketentuan dalam perturan hukum yang ada serta berlaku dalam masyarakat.

Untuk melindungi supaya peraturan- peraturan hukum tersebut dapat berlangsung terus serta
diterima oleh seluruh anggota masyarakat, maka peraturan- peraturan hukum yang ada mesti cocok
serta tidak boleh berlawanan dengan asas- asas keadilan dari masyarakat tersebut. Dengan demikian,
hukum bertujuan menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat serta hukum itu harus pula
bersendikan pada keadilan, ialah asas- asas keadilan dari masyarak itu.

Beberapa pendapat sarjana hukum terjakit dengan tujuannya, Mertokusumo (2009),
menyebutkan ada 3 (tiga) unsur cita hukum yang harus ada secara proporsional, yaitu: kepastian hukum
(Rechtssicherkeit), keadilan (Gerechtigkeit) dan kemanfaatan (Zweckmasigkeit). Cita hukum tersebut
merupakan satu kesatuan, tidak bisa dipisahkan satu persatu, ketiganya harus diusahakan ada dalam
setiap aturan hukum. Dalam pelaksanaannya ketiga unsur cita hukum tersebut saling membutuhkan.
Keadilan tidak akan dapat tercapai jika masyarakatnya kacau atau tidak tertib, ketertiban masyarakat
memerlukan kepastian hukum. Sebaliknya kepastian hukum tidak ada gunanya jika ternyata hukum
itu tidak adil dan tidak bermanfaat bagi masyarakat. Pengantar llmu Hukum Wiryono Prodjodikoro
sebagaimana dikutip R Soeroso (2002) mengemukakan bahwa tujuan hukum adalah mengadakan
keselamatan, kebahagiaan dan tata tertib dalam masyarakat.

A. Kepastian Hukum
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Dalam menegakkan hukum terdapat 3 faktor yang wajib dicermati, ialah: kepastian hukum,
kemanfaatan serta keadilan. Ketiga faktor tersebut harus terdapat kompromi, harus mendapat atensi
secara proporsional seimbang. Namun dalam praktek tidak senantiasa mudah mengusahakan
kompromi secara proporsional seimbang antara ketiga faktor tersebut. Tanpa kepastian hukum orang
tidak ketahui apa yang mesti diperbuatnya dan akhirnya timbul keresahan. Namun sangat
menitikberatkan pada kepastian hukum, sangat ketat mentaati peraturan hukum dampaknya kaku serta
hendak memunculkan rasa tidak adil.

Terdapatnya kepastian hukum ialah harapan untuk pencari keadilan terhadap tindakan
sewenang- wenang dari aparat penegak hukum yang terkadang senantiasa arogansi dalam
melaksanakan tugasnya selaku penegak hukum. Sebab dengan terdapatnya kepastian hukum
masyarakat hendak tahu kejelasan akan hak serta kewajiban menurut hukum. Tanpa ada kepastian
hukum maka orang hendak tidak ketahui apa yang harus diperbuat, tidak mengetahui perbuatanya
benar ataupun salah, dilarang ataupun tidak dilarang oleh hukum. Kepastian hukum ini bisa
diwujudkan lewat penoramaan yang baik serta jelas dalam sesuatu undang- undang dan akan jelas
pulah penerapanya. Dengan kata lain kepastian hukum itu berarti pas hukumnya, subjeknya serta
objeknya dan ancaman hukumanya. Akan tetapi kepastian hukum mungkin hendaknya tidak dianggap
sebagai elemen yang absolut terdapat tiap dikala, tetapi fasilitas yang cocok dengan situasi serta
kondisi dengan mencermati asas manfaat dan efisiensi.

Secara hakiki dalam diskursus keadilan, bahwa keadilan dapat dilihat dalam dua arti pokok,
yakni dalam arti formal yang menuntut bahwa hukum itu berlaku secara umum, dan dalam arti materiil
yang menuntut agar setiap hukum itu harus sesuai dengan cita-cita keadilan masyarakat. Apabila
ditinjau dalam konteks yang lebih luas pemikiran mengenai keadilan itu berkembang dengan
pendekatan yang berbeda-beda, karena perbincangan tentang keadilan yang tertuang dalam banyak
literatur itu, tidak mungkin tanpa melibatkan tema-tema moral, politik dan teori hukum yang ada. Oleh
karena itu menjelaskan mengenai keadilan secara tunggal hampir sulit untuk dilakukan.

Keadilan merupakan salah satu tujuan hukum. Tujuan hukum memang tidak hanya keadilan,
tetapi juga kepastian hukum dan kemanfaatan. Idealnya, hukum memang harus mengakomodasikan
ketiganya. Hakikat hukum bertumpu pada idea keadilan dan kekuatan moral. Idea keadilan tidak
pernah lepas dari kaitan hukum, sebab membicarakan hukum jelas atau samar-sama senantiasa
merupakan pembicaraan mengenai keadilan.

Kaidah hukum yang mengandung nilai-nilai keadilan akan memudahkan bagi hakim dalam
menjalankan putusannya, karena dengan integrasi moral yang tinggi seorang hakim dapat menerapkan
kaidah hukum tersebut. Namun jika kaidah hukumnya samar bagi hakim, maka terbuka peluang
menjatuhkan putusan berdasarkan keadilan dengan menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam
masyarakat.

Putusan hakim dalam perkara pidana akan menjadi putusan majelis hakim dan kemudian akan
menjadi putusan pengadilan yang menyidangkan dan memutus perkara yang bersangkutan. Dalam
proses persidangan, setelah selesai dilakukannya pemeriksaan, maka hakim akan menjatuhkan vonis
berupa hal-hal berikut ini:

1. Penghukuman bila terdakwa dinyatakan bersalah melakukan ~ tindak  pidana  yang

didakwakan kepadanya,;

2. Pembebasan jika dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang

didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;

3. Dilepaskan dari tuntutan hukum bila perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti

tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana.

Dalam putusannya hakim juga berpedoman pada 3 (tiga) hal yaitu: unsur yuridis yang
merupakan unsur pertama dan utama; unsur filosofis, berintikan kebenaran dan keadilan; dan unsur
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sosiologis yaitu mempertimbangkan tata nilai budaya yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.
Pertimbangan hakim yang menciptakan putusan yang adil pada hakikatnya adalah seperti hukum yang
dibuat oleh hakim. Oleh karena itu, hakim dalam bekerja di lembaga peradilan menjadi sosok yang
sentral. Tujuan hakim memberikan pertimbangan dalam suatu putusan tidak lain karena di situ harus
terdapat pertimbangan yang bernilai. Pertimbangan akan penuh nilai jika pertimbangan itu memenuhi
unsur keadilan, kemanfaatan dan kepastian. Bahkan jika terjadi benturan dalam pilihan rasa keadilan,
kemanfaatan, dan kepastian hakim harus dapat memprioritaskan pilihan pada nilai keadilan.

Arti keadilan memiliki makna yang berbeda-beda, karena keadilan itu dapat dilihat dari sisi
individu, kelompok, dan masyarakat. Seorang hakim sepatutnya tidak saja melihat keadilan itu dari
sisi subyektif, tetapi hakim dituntut untuk obyektif yang profesional. Hakim yang memenuhi
pertimbangan hukum yang obyektif dan profesional, akan membuat putusan semata-mata untuk
keadilan. Keadilan sebagaimana dijelaskan sebelumnya merupakan tujuan dibuatnya hukum. Putusan
hakim yang baik adalah hukum yang baik, salah satu tujuan dari hakim memutus sebuah putusan
karena hakim dapat melakukan penemuan hukum. Salah satu tugas hakim sebagai penegak hukum
adalah melakukan penemuan hukum terhadap kasus yang ditanganinya. Dalam melakukan penemuan
hukum, seorang hakim sepatutnya harus memperhatikan fakta-fakta hukum konkrit yang terjadi (das
sein). Fakta konkrit itu kemudian dikonkritkan lagi pada proses aturan hukum yang baik (das sollen)
untuk dapat menciptakan pertimbangan serta kesimpulan putusan.

Kebebasan hakim dalam mengadili perkara pidana yang bertujuan untuk menghasilkan putusan
yang adil dan diterima oleh masyarakat perlu mendapat jaminan perlindungan, agar tidak ada
intervensi kekuasaan dan kepentingan. Putusan yang di buat dengan landasan rasionalitas argumentasi
hukum yang objektif dan kandungan etis moral yang kuat dapat dipertanggung jawabkan kepada
masyarakat pencari keadilan. Jaminan hukum terhadap kebebasan hakim dalam menjalankan tugas
peradilan (within the exercise of the judicial function) diatur dalam konstitusi negara dan
undangundang.

Pengaturan kebebasan hakim dalam mengadili juga diatur dalam konvensi internasional yang
menjamin kebebasan hakim dalam mengadili dan menjamin imunitas dari segala tuntutan hukum.
Jaminan hukum terhadap kebebasan hakim dalam mengadili yang bersumber dari asaaasas peradilan
antara lain yaitu ius curia novit (hakim dianggap mengetahui hukum), res judicata pro varitate habetur
(putusan hakim dianggap benar). Sedangkan dalam mengadili, hakim dibebaskan dari segala tuntutan
hukum, apabila hakim dianggap melakukan kesalahan teknis yuridis, bukan etika dan moral.

Independensi hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana bukan tanpa batas. Eva Achjani Zulfa
mengatakan ada asas nulla poena sine lege yang memberi batas kepada hakim untuk memutuskan
sanksi pidana berdasarkan ketentuan yang sudah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
Meskipun ada takaran, masalah disparitas akan tetap terjadi karena perbedaan antara sanksi pidana
minimal dan maksimal dalam aturan itu terlampau besar. Misalnya, ada dua orang yang melakukan
tindakan penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri dengan barang bukti yang sama dan kondisi yang
hampir sama, misalnya baru sekali pakai. Meskipun hakim sama-sama menggunakan Pasal 127
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bisa jadi hukuman yang dijatuhkan
berbeda.

Disparitas putusan mungkin saja ikut berpengaruh pada cara pandang dan penilaian masyarakat
terhadap peradilan. la dapat dilihat sebagai wujud ketidakadilan yang dirasakan oleh sebagian
masyarakat. Namun demikian, Andrew Ashworth mengatakan bahwa disparitas putusan tidak bisa
dilepaskan dari diskresi hakim dalam menjatuhkan hukuman dalam suatu perkara pidana. Di Indonesia,
disparitas hukuman sangat terkait dengan independensi hakim. Dalam menjatuhkan putusan, hakim
tidak boleh diintervensi pihak manapun. UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman menyebutkan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum
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dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Selain itu, model pemidanaan yang diatur dalam
perundang-undangan (perumusan sanksi pidana maksimal) juga ikut memberi andil. Bahkan hakim
juga wajib mempertimbangkan sifat baik dan buruk pada diri terdakwa.

Menghapuskan sama sekali perbedaan putusan hakim untuk kasus yang mirip tidak mungkin
dilakukan. Selama ini, upaya yang dilakukan adalah meminimalisir disparitas dengan cara antara lain
membuat pedoman pemidanaan (sentencing guidelines). Diskresi hakim sangat mungkin
disalahgunakan, sehingga pedoman pemidanaan dianggap sebagai jalan terbaik membatasi kebebasan
hakim. Pedoman pemidanaan itu, menurut Andrew Asworth, harus ,,a strong and restrictive guideline®.
Demikian juga Eva Achjani Zulfa mengatakan bahwa ide tentang penjatuhan pidana yang proporsional
berkembang menjadi gagasan untuk membuat suatu pedoman pemidanaan yang mampu mereduksi
subjektivitas hakim dalam memutus perkara. Hakim merupakan pihak yang paling menentukan rasa
keadilan bagi masyarakat.

B. Keadilan Hukum

Keadilan merupakan salah satu tujuan hukum yang paling banyak dibicarakan sepanjang
perjalanan sejarah filsafat hukum. Tujuan hukum tidak hanya keadilan, tetapi juga kepastian hukum
dan kemanfaatan hukum. Acuannya, hukum memang harus mengakomodasikan ketiganya. Putusan
hakim misalnya, sedapat mungkin merupakan resultant dari ketiganya. Sekalipun demikian, tetap ada
yang berpendapat, bahwa dari ketiga tujuan hukum tersebut, keadilan merupakan tujuan hukum yang
paling penting, bahkan ada yang berpendapat, bahwa keadilan adalah tujuan hukum satu-satunya.
Pengertian dari keadilan adalah keseimbangan antara yang patut diperoleh pihak-pihak, baik berupa
keuntungan maupun berupa kerugian. Dalam bahasa praktisnya, keadilan dapat diartikan sebagai
memberikan hak yang setara dengan kapasitas seseorang atau pemberlakuan kepada tiap orang secara
proporsional, tetapi juga bisa berarti memberi sama banyak kepada setiap orang apa yang menjadi
jatahnya berdasarkan prinsip keseimbangan. Hukum tanpa keadilan tidaklah berarti sama sekali.

Dari sekian banyak para ahli hukum telah memberikan pendapat tentang apa keadilan yang
sesungguhnya dan dari literatur-literatur yang ada dapat memberikan kita gambaran mengenai arti adil.
Adil atau keadilan adalah menyangkut hubungan manusia dengan manusia lain yang menyangkut hak
dan kewajiban. Untuk itu bagaimana pihak-pihak yang saling berhubungan mempertimbangkan
haknya yang kemudian dihadapkan dengan kewibanya. Disitulah berfungsi suatu keadilan. praktik
penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan
keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak.!

Dalam putusan peradilan pasti Berbicara mengenai sanksi yang diberikan bagi pelanggar
hukum atau pelaku tindak pidana, maka tidak lepas akan tujuan daripada pemberian sanksi tersebut
atau disebut tujuan pemidanaan. Sebelum sampai pada tujuan pemidanaan, perlu disampaikan terlebih
dahulu tujuan hukum pidana itu sendiri, yaitu untuk melindungi kepentingan orang perorangan
(individu) atau hak-hak asasi manusia dan melindungi kepentingan-kepentingan masyarakat dan
negara dengan perimbangan yang serasi dari kejahatan/ tindakan tercela di satu pihak dan dari tindakan
penguasa yang sewenang-wenang di lain pihak.

Penjatuhan pidana bukan semata-mata sebagai pembalasan dendam atas kasus yang dilakukan.
Yang paling penting adalah pemberian bimbingan dan pengayoman. Pengayoman sekaligus kepada
masyarakat dan kepada terpidana sendiri agar menjadi insaf dan dapat menjadi anggota masyarakat

! Avriani, Ni Made Ita, Ni Putu Rai Yuliartini, and Dewa Gede Sudika Mangku. "Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem

Peradilan Pidana Anak Terhadap Curanmor yang dilakukan Oleh Anak di Kabupaten Buleleng (Studi Kasus Perkara Nomor:
B/346/2016/Reskrim)." Jurnal Komunitas Yustisia 2.2 (2020): 100-112.
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yang baik. Demikianlah konsepsi baru fungsi pemidanaan yang bukan lagi sebagai penjeraan belaka,
namun juga sebagai upaya rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Konsepsi itu di Indonesia disebut
pemasyarakatan.

Pada dasarnya kepada seseorang pelaku suatu tindak pidana harus dikenakan suatu akibat
hukum. Akibat hukum itu pada umumnya berupa hukuman pidana. Ditinjau dari sudut kerugian
terpidana, (hukuman) pidana dapat mengenai (Sianturi, 1996: 54):

a. jiwa pelaku: pidana mati.

b. badan pelaku: pencambukan dengan rotan sekian kali, pemotongan bagian badan (misalnya

jari tangan), dicap-bara (brandmerk) dan lain sebagainya.

c. Kemerdekaan pelaku: pidana penjara, pidana tutupan, pidana kurungan, pembuangan

(verbanning), pengasingan (deportatie), pengusiran, penginterniran, penawanan dan

sebagainya.

d. Kehormatan pelaku: pencabutan hakhak (tertentu), pencabutan surat izin mengemudi,

pengumuman putusan hakim, tegoran dan lain sebagainya.

e. Harta benda/kekayaan: pidana denda, perampasan barang (tertentu), membayar harga suatu

barang yang tidak/belum dirampas sesuai taksiran dan lain sebagainya.

Akan tetapi adakalanya dikenakan suatu hukuman yang sebenarnya tidak merupakan pidana,
melainkan suatu tindakan tertentu atau suatu kewajiban yang mirip dengan hukuman perdata. Suatu
tindakan tertentu atau yang mirip dengan hukuman perdata antara lain ialah:

a. Mewajibkan ganti rugi.

b. Tindakan tata-tertib seperti menempatkan perusahaan pelaku di bawah pengampunan,

mewajibkan pembayaran uang jaminan, mewajibkan membayar sejumlah uang sebagai

pencabutan keuntungan, melakukan jasa-jasa, pembubaran suatu organisasi dan lain
sebagainya.

c. Perintah hakim untuk memasukkan seseorang yang sakit atau cacat jiwanya ke rumah sakit

jiwa. d. Perintah hakim untuk pengobatan paksa (narkotik, psychopath).

e. Perintah hakim untuk pendidikan paksa (anak di bawah umur). Bahkan dalam hal tertentu,

tidak dikenakan suatu hukuman.

Definisi pidana itu sendiri adalah suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan negara kepada

seseorang yang telah melakukan suatu tindakan pidana Rumusan lain menyebutkan pidana

adalah reaksi atas delik yang banyak berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan
negara kepada pembuat delik.

Melihat itu, maka seringkali wujud sanksi pidana itu memang memberikan penderitaan bagi
orang tersebut. Betapa tidak, narapidana atau warga binaan dirampas hak-hak kemerdekaannya
sehingga harus terpenjara di balik jeruji besi. Itu belum dihitung dengan efek stigmatisasi setelah keluar
dari penjara.

Dalam sistem hukum Indonesia yang menganut asas praduga tak bersalah (presumption of
ennocence), pidana sebagai reaksi atas delik yang dijatuhkan harus berdasarkan pada vonis hakim
melalui sidang peradilan atas terbuktinya perbuatan pidana yang dilakukan. Apabila tidak terbukti
bersalah maka tersangka harus dibebaskan.

Tujuan penjatuhan pidana adalah pembalasan, penghapusan dosa, menjerakan, perlindungan
terhadap umum dan memperbaiki si penjahat Tujuan hukum pidana, menurut aliran klasik melindungi
individu dari kekuasaan penguasa atau negara. Sedangkan menurut aliran modern mengajarkan tujuan
hukum pidana adalah untuk melindungi masyarakat terhadap kejahatan. Oleh karena itu, ketika dalam
memutuskan vonis kepada terdakwa, tentu hakim harus mempertimbangkan tujuan pemidanaan yang
mana yang akan dicapai melalui vonis tersebut.

Kini, pergeseran paradigma pemidanaan itu sudah beralih pada rasa keadilan yang harus

945



e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha

Program Studi llImu Hukum (Volume 4 Nomor 3 November 2021)
diperoleh semua pihak. Konsep ini hakim tidak hanya terpuaskan untuk memidana pelaku, atau korban
yang merasa puas terhadap vonis hakim, melainkan juga pelaku memperoleh kesempatan untuk
memperbaiki diri dan masyarakat terpuaskan dengan putusan hakim. Artinya seluruh pihak yang
terlibat dalam konflik pidana merasa memperoleh keadilan yang (mungkin) setara.

Apabila dikaitkan dengan sistem pemasyarakatan seyogianya setiap masyarakat yang
melakukan kejahatan atau tindak pidana, tentunya setiap pemberian sanksi pidana harus
memperhatikan unsur-unsur yang bersifat:

1. Kemanusiaan, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat martabat

seseorang;

2. Edukatif, dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas

perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan

konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan;

3. Keadilan, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil, baik oleh terhukum oleh

korban ataupun masyarakat.

Begitu pula setiap penjatuhan sanksi pidana kepada pelaku kejahatan haruslah berhatihati,
karena masalah pemberian pidana apapun bentuknya berkaitan erat dengan karakter dan sifat orang
yang dijatuhi sanksi pidana. Sanksi pidana bukan semata-mata sebagai pembalasan tetapi bahwa
pidana harus bersifat prospektif dan berorintasi ke depan. Oleh karena itu, antara pemberian sanksi
pidana dengan pelaku tindak pidana harus terdapat kesesuaian, sehingga (antara) tujuan diberikannya
sanksi pidana tersebut dapat tercapai, maka hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana harus
mempertahankan sifat-sifat atau karakter dari si pelaku tindak pidana.

C. Kemanfaatan

Hukum merupakan beberapa rumusan pengetahuan yang ditetapkan untuk mengatur lalulintas
perilaku manusia agar dapat berjalan dengan lancar, tidak saling tubruk dan berkeadilan. Sebagaimana
lazimnya pengetahuan, hukum tidak lahir di ruang hampa. la lahir berpijak pada arus komunikasi
manusia untuk mengantisipasi ataupun menjadi solusi atas terjadinya kemampatan yang disebabkan
oleh potensi-potensi negatif yang ada pada manusia. Sebenarnya hukum itu untuk ditaati.
Bagaimanapun juga, tujuan penetapan hukum adalah untuk menciptakan keadilan. Oleh sebab itu,
hukum harus ditaati walaupun jelek dan tidak adil. Hukum bisa saja salah, tetapi sepanjang masih
berlaku, hukum itu seharusnya diperhatikan dan dipatuhi. Kita tidak bisa membuat hukum 'yang
dianggap tidak adil'. Itu menjadi lebih baik dengan merusak hukum itu. Semua pelanggaran terhadap
hukum itu menjatuhkan penghoramatan pada hukum dan aturan itu sendiri.

Kemanfaatan hukum perlu diperhatikan karena semua orang mengharapkan adanya mamfaat
dalam pelaksanaan penegakan hukum. Jangan sampai penegakan hukum justru menimbulkan
keresahan masyrakat. Karena kalau kita berbicara tentang hukum kita cenderung hanya melihat pada
peraturan perundang-undangan, yang terkadang aturan itu tidak sempuma adanya dan tidak aspiratif
dengan kehidupan masyarakat. Sesuai dengan prinsip tersebut diatas, dalam pernyataan Prof. Satjipto
Rahado, yang menyatakan bahwa : keadilan memang salah satu nilai utama, tetapi tetap disamping
yang lain-lain, seperti kemanfaatan ( utility, doelmatigheid). Olehnya itu didalam penegakan hukum,
perbandingan antara manfaat dengan pengorbanan harus proporsional.

Kemanfaatan hukum adalah asas yang menyertai asas keadilan dan kepastian hukum. Dalam
melaksanakan asas kepastian hukum dan asas keadilan, seyogyanya dipertimbangkan asas
kemanfaatan. Contoh konkret misalnya, dalam menerapkan ancaman pidana mati kepada seseorang
yang telah melakukan pembunuhan, dapat mempertimbangkan kemanfaatan penjatuhan hukuman
kepada terdakwa sendiri dan masyarakat. Kalau hukuman mati dianggap lebih bermanfaat bagi
masyarakat, hukuman mati itulah yang dijatuhkan.

Hukum adalah sejumlah rumusan pengetahuan yang ditetapkan untuk mengatur lalulintas
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perilaku manusia dapat berjalan lancar, tidak saling tubruk dan berkeadilan. Sebagaimana lazimnya
pengetahuan, hukum tidak lahir di ruang hampa. la lahir berpijak pada arus komunikasi manusia untuk
mengantisipasi ataupun menjadi solusi atas terjadinya kemampatan yang disebabkan oleh potensi-
potensi negatif yang ada pada manusia. Sebenarnya hukum itu untuk ditaati. Bagaimanapun juga,
tujuan penetapan hukum adalah untuk menciptakan keadilan. Oleh karena itu, hukum harus ditaati
walaupun jelek dan tidak adil. Hukum bisa saja salah, tetapi sepanjang masih berlaku, hukum itu
seharusnya diperhatikan dan dipatuhi. Kita tidak bisa membuat hukum ‘yang dianggap tidak adil’. Itu
menjadi lebih baik dengan merusak hukum itu. Semua pelanggaran terhadap hukum itu menjatuhkan
penghormatan pada hukum dan aturan itu sendiri. Kemanfaatan hukum perlu diperhatikan karena
semua orang mengharapkan adanya manfaat dalam pelaksanaan penegakan hukum. Jangan sampai
penegakan hukum justru menimbulkan keresahan masyarakat. Karena kalau Kkita berbicara
tentang hukum Kita cenderung hanya melihat pada peraturan perundang-undangan, yang terkadang
aturan itu tidak sempurna adanya dan tidak aspiratif dengan kehidupan masyarakat. Sesuai dengan
prinsip tersebut di atas, saya sangat tertarik membaca pernyataan Prof. Satjipto Raharjo, yang
menyatakan bahwa : keadilan memang salah satu nilai utama, tetapi tetap di samping yang lain-lain,
seperti kemanfaatan. Jadi dalam penegakan hukum, perbandingan antara manfaat dengan pengorbanan
harus proporsional.

D. Hubungan yang berkaitan antaral Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan Hukum.

Suatu hukum yang baik setidaknya harus memenuhi tiga hal pokok yang sangat prinsipil yang
hendak dicapai, yaitu : Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan. Setelah dilihat dan ditelaah dari ketiga
sisi yang menunjang sebagai landasan dalam mencapai tujuan hukum yang diharapkan.Maka sudah
jelas ketiga hal tersebut berhubungan erat agar menjadikan hukum, baik dalam artian formil yang
sempit maupun dalam arti materil yang luas, ketiganya digunakan sebagai pedoman perilaku dalam
setiap perbuatan hukum, baik oleh para subyek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparatur
penegakan hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh 5 Undang-undang untuk menjamin
berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
Tetapi jika ketiga hal tersebut dikaitkan dengan kenyataan yang ada dalam kenyataanya sering sekali
antara kepastian hukum terjadi benturan dengan kemanfaatan, atau antara keadilan dengan kepastian
hukum, antara keadilan tedadi benturan dengan kemanfaatan.

Sebagai contoh dalam kasus-kasus hukum tertentu, jika hakim menginginkan keputusannya
adil (menurut persepsi keadilan yang dianut oleh hukum tersebut tentunya) bagi penggugat atau
tergugat atau bagi terdakwa, maka akibatnya sering merugikan kemanfaatan bagi masyarakat
luas,sebaliknya kalau kemanfaatan masyarakat luas dipuaskan, perasaan keadilan bagi orang tertentu
terpaksa dikorbankannya. Maka dari itu pertama-tama kita harus memprioritaskan keadilan barulah
kemanfaatan dan terakhir adalah kepastian hukum. Idealnya diusahakan agar setiap putusan hukum,
baik yang dilakukan oleh hakim, jaksa, pengacara maupun aparat hukum lainnya, seyogyanya ketiga
nilai dasar hukum itu dapat diwujudkan secara bersama-sama, tetapi manakala tidak mungkin, maka
haruslah diprioritaskan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Selanjutnya di dalam prakteknya
penegakan hukum dapat terjadi dilematik yang saling berbenturan antara ketiga unsur tujuan hukum
diatas, dimana dengan pengutamaan " kepastian hukum " maka ada kemungkinan unsur-unsur lain
diabaikan atau dikorbankan. Demikian juga jika unsur " kemanfaatan " lebih diutamakan, maka
kepastian hukum dan keadilan dapat dikorbankan. Jadi kesimpulanya dari ketiga unsur tujuan hukum
tersebut diatas harus mendapat perhatian secara Proporsional yang seimbang.

Kesimpulan
Dalam llmu Hukum yang menjadi dasar fundamental dari putusan peradilan, penjatuhan pidana
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sangat dipengaruhi oleh paradigma hakim dalam memahami hukum baik dari dimensi ontologi,
aksiologis, maupun epistemologi. Interpretasi terhadap asas kebebasan hakim terbagi ke dalam dua
pandangan, yaitu: pertama, asas kebebasan hakim dalam melakukan penjatuhan pidana harus
berpedoman pada ketentuan pidana dalam undang-undang dan tidak boleh menyimpangi ketentuan
pidana minimum tersebut; kedua, asas kebebasan hakim dalam melakukan penjatuhan pidana tidak
boleh dibaca dan ditafsirkan secara kaku, sehingga dengan demikian dalam menjatuhkan putusan
pemidanaan kepada seorang terdakwa hakim harus mendasarkan pada bobot tingkat kesalahannya dan
tidak terikat dengan ketentuan ancaman pidana minimum karena acuan tertinggi yang dijadikan
patokan oleh hakim adalah nilai keadilan, dalam putusan tersebut pastinya harus ada manfaat yang
diambil dari kasus tersebut.

Saran

Hakim sebagai ujung tombak penegakan keadilan perlu mempunyai persepsi yang sama
tentang penerapan asas kebebasan hakim dalam melakukan penjatuhan pidana. Dengan adanya
keseragaman pola pikir dalam penerapan aturan tersebut dari para hakim di seluruh Indonesia
diharapkan tidak terjadi lagi adanya disparitas putusan pemidanaan, yang berujung pada ketidakpuasan
masyarakat atas putusan hakim tersebut. Dengan adanya pemahaman yang sama atas prinsip kebebasan
hakim tersebut diharapkan dapat memperkuat dan menjunjung tinggi kebebasan hakim sehingga hakim
dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan asas kemanfaatan, asas keadilan, dan asas kepastian hukum,
dengan tidak meninggalkan nurani dan perkembangan sosial yang aktual.
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